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Anisa Septiana Santoso. 2017. E0013052. Implementasi Pemberian 
Ganti Rugi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan 
Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG jo. 40/Pid/2014/PT.BTN). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian ganti 
rugi dalam bentuk restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang 
dalam Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG jo. 40/Pid/2014/PT.BTN 
atas nama Yuki Irawan, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam 
pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan 
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis yang digunakan yaitu 
melalui metode analisis silogisme deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam 
Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG jo. 40/PID/2014/PT.BTN atas 
nama Yuki Irawan tidak sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena hak 
korban untuk memperoleh ganti rugi (restitusi) tidak dikabulkan oleh Hakim. 
Restitusi bertujuan untuk memulihkan kondisi korban baik fisik maupun psikis 
akibat adanya tindak pidana. Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh 
korban telah sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
dan prosedur pengajuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 
2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum kepada 
Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun hal 
tersebut tidak menjamin dikabulkannya permohonan restitusi. Hambatan 
pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dibagi 
menjadi dua, yaitu dari faktor Undang-Undang dan Penegak Hukum terutama 
Hakim.  
 












Anisa Septiana Santoso. 2017. E0013052. IMPLEMENTATION OF 
INDEMNITY LOSSES IN THE CRIMINAL TRAFFICKING IN PERSONS  
(Study Decision Number 2301 / Pid.Sus / 2013 / PN.TNG jo. 40 / PID / 2014 
/ PT.BTN). Faculty of Law, Universitas  Sebelas Maret, Surakarta. 
This study aims to determine the implementation of indemnification in the 
form of restitution to victims of trafficking in persons Decision Number 2301 / 
Pid.Sus / 2013 / PN.TNG jo. 40 / Pid / 2014 / PT.BTN on behalf of Yuki Irawan, 
and to know the obstacles faced in providing restitution to victims of trafficking 
in persons. 
This research is a type of normative legal research is prescriptive. The 
approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal 
materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with 
analytical techniques used are through the method of deductive syllogistic 
analysis. 
Based on the results of this study concluded that the application of 
restitution for victims of human trafficking crime in Decision No. 2301 / Pid.Sus 
/ 2013 / PN.TNG jo. 40 / PID / 2014 / PT.BTN on behalf of Yuki Irawan 
incompatible with Article 48 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of 
Trafficking in Persons for the rights of victims to obtain redress (restitution) 
was not granted by the judge. Restitution aims to restore the condition of the 
victim both physically and psychologically due to a crime. The petition filed by 
the victim is in conformity with Article 7A of Law No. 13 of 2006 jo. Law No. 31 
of 2014 concerning Protection of Witness and Victim and the filing procedure 
regulated in Government Regulation No. 44 of 2008 on the Provision of 
Compensation, Restitution and Legal Assistance to Witnesses and Victims 
through Witness and Victim Protection Institutes., but it does not guarantee the 
granting of restitution requests. Obstacles to restitution to victims of trafficking 
in persons are divided into two categories, namely from law and law 
enforcement factors, especially Judges. 
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